
BERITA NEGARA
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Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84/M-IND/PER/10/2014

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

KABEL SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri
nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi
konsumen terhadap mutu produk serta menciptakan
persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu
memberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel
secara wajib;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
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2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91
Tahun 2011;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas
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dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun
2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu II Periode 2009 – 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2014;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-
DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman
Label pada Barang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-
DAG/PER/5/2010;

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-
IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia
Bidang Industri;

14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;

15. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pedoman Standarisasi Nasional
Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
KABEL SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut
SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi
Produk (LSPro) kepada produsen yang dinyatakan mampu
memproduksi Kabel sesuai dengan persyaratan SNI.

2. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) adalah lembaga yang melakukan
kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI Kabel.

3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan
pengujian terhadap jenis Kabel, sesuai persyaratan SNI.
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4. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah
lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi
dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan
laboratorium penguji untuk melakukan kegiatan sertifikasi.

5. Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI adalah surat Direktur Pembina
Industri yang ditujukan kepada LSPro dan Perusahaan pemohon
berdasarkan permohonan SPPT-SNI yang menerangkan bahwa
perusahaan pemohon SPPT-SNI secara teknis telah memenuhi
persyaratan untuk ditindaklanjuti pada proses sertifikasi produk.

6. Pertimbangan Teknis adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur
Jenderal Pembina industri yang menetapkan bahwa produk yang
memiliki kesamaan nomor Harmonized System (HS) dinyatakan tidak
wajib mengikuti ketentuan SNI wajib karena alasan teknis, dan/atau
keperluan.

7. Surveilan adalah pengecekan (audit) secara berkala dan/atau secara
khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-
SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI, yang dilakukan oleh LSPro.

8. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap
perusahaan/produsen atas pemenuhan ketentuan pemberlakuan SNI
secara Wajib yang meliputi kegiatan produksi dan/atau peredaran
produk.

9. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP
adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan
untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi
dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan
secara wajib.

10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perindustrian.

11. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis
Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.

12. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri
Kabel pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur,
Kementerian Perindustrian.

13. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri,
Kementerian Perindustrian.

14. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perindustrian.

15. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di tingkat Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
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Pasal 2

(1) Memberlakukan SNI Kabel dengan nomor SNI dan nomor Pos
Tarif/Harmonized System (HS) secara wajib sebagai berikut:

NO SNI
URAIAN JENIS

PRODUK
HS. NO

1 SNI

04.6629.3-2006

kabel berinti tunggal
berbentuk padat atau
dipilin atau fleksibel;
berpenghantar tembaga
polos atau dilapis atau
berisolasi PVC (Polyvinyl
Chloride); dengan
tegangan pengenal
sampai dengan 450/750
V, tanpa selubung luar
(nirselubung) untuk
instalasi tetap tidak
bergerak (perkawatan
magun); dengan atau
tanpa konektor.

ex 8544.11.10.00
ex 8544.11.20.00
ex 8544.11.90.10

ex 8544.11.90.20

ex 8544.11.90.90

ex 8544.42.91.00

ex 8544.42.92.00

ex 8544.49.22.00

ex 8544.49.23.00

ex 8544.49.41.00

2 SNI

04.6629.4-2006

kabel multi inti
berbentuk padat atau
dipilin berpenghantar
tembaga polos atau
dilapis dan atau
berisolasi PVC (Polyvinyl
Chloride) dengan
tegangan pengenal
sampai dengan 450/750
v, berselubung untuk
instalasi tetap tidak
bergerak (perkawatan
magun) dengan atau
tanpa konektor.

ex 8544.11.10.00
ex 8544.11.20.00
ex 8544.11.90.10

ex 8544.11.90.20

ex 8544.11.90.90

ex 8544.42.91.00

ex 8544.42.92.00

ex 8544.49.22.00

ex 8544.49.23.00

ex 8544.49.41.00

3 SNI

04.6629.5-2006

kabel berinti tunggal
atau multi inti dapat
berbentuk bulat atau
pipih, fleksibel (senur)
berpenghantar tembaga
polos atau dilapis atau
berisolasi PVC (Polyvinyl

ex 8544.11.10.00
ex 8544.11.20.00
ex 8544.11.90.10

ex 8544.11.90.20

ex 8544.11.90.90


